
KESEPAK^f;TAIT BERSAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIHL KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN

RU]I{AH SAKI" BHAYA}IGKARA PAI,ANGKA RAYA

NoMoR, 424 I 23a /DKP€ lv f 2a22
NOMOR : B I 7 I rtt / HUK.8. t. 1. / 2a22 lRUMKIT

TEIVTANG
KER"IASATT{A DA1,AM E1DANG PEI,AYA}IAN AXTA KELAHIRAN, PERUBAHAN KARTU

KELUARGA, KARru IDENTITAS ANAK BAGI BAYI YANG I^AHIR DAN AI(TA KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT DI RUMAH SAKI? BHAYANGKARA PAI.A.NGKA RAYA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hama
Alamat
Jabatan

2. Nama
AIamat
Jabatan

Ihs" I1. EDI&, U.AF
Jalan G.Obos XIlIr. Soekarno (Lingkar Dalam) Palang!<a Raya {7311U
Plt. Kepala Dinas Kependudukan daa Pencatatan sipil Kota palangka
Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kbta
Palangka Rayayang dise.hrt PIHAI(PE5([AI[.&

dr. AII11OI[ SITDARIIO
Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Patangka Raya {73111}
Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya, yang selanjutnya
disebut PIIIAK KTDUA

EIIIAIi ?ERS*iS.A da* PIESiK --rf,rllA yar€ rela*jrrtnya scara bercaaa-sama drscbrrt
PARA PIIIAI( terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. ba-hwa PIHAK PER?AUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya di
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota
Palangka Raya yang bemreaang dan berkewajiban melayani penatNaatan Akta
Kelahimn, Xartu Keluarga, Karhr tdentitas Arrak dan Akta Kematian brbasis Nomor
Induk Kependudukan (NIK| bagi warga Masyarakat Kota palangka Raya.

2. bahwa PIIIA$ re,DIIA adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang pelayanan
kesehatan dengan natna Rumah Sakit Bhayangkara yang berkedudukan di Palangka
Raya.

Dengan mempertratikan keterrtnan lxraturan prundaag-undangaa sehagai berikut :

1. Undang-Undaxrg Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrainistrasi Kepndudukan
ll*mbaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO6 Nomar 124, Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia Nornor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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2-

3.

4.

6.

7,

8.

Undang Nomor 24 Tahun 2013 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a75I;
Perah:-ra::. Pernerintgh Nomcr 37 Talrrrn 2OO7 tenkag plaksanaan Undang-Undarrg
Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Administrasi Kependudukan (Iembaran Negara
Republik lndonesia ?ahun 2OO? Nomor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncnnur 4736), sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 102 Tahun 2012 {fl"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2S12 Nomor
265, Tambahan Lemba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 5373);
Peraturan Pr,esiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2O13 {{I.embaran
Negara Repubtik Indonesia ?ahun 2O13 Nomor 25?);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 ?ahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang
Linglup dan Tata Cara kmberian Hak Akses serta fumanfaatan Nomor Induk
Kependudukan {NIK}, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
Peraturan Daerah Kota klangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraarl
Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 20L6
Nomor 4, ?ambahan Lernbamn Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Palangla Raya Nomor 6 Tahun 2O19 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangl<at Daerah Kota Falangka Raya (kmbaran Daerah Kota Halangka
Raya ?ahun 2O19 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor
2l-,

Feraturan Walikota ffalangka Raya Nomor 4O Tahun 2O19 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya {Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2O19 Nomor 4O);
Peraturan Walikota Patangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2O76 tentang
Penyelenggaraan Administm.si Kependudukan {Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2OL6 Nomor 471.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAI( sepakat
untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pelayanan Akta Kelahiran,
I{arfu lftluarga, I(arfu Identitas nnaft Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis
Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Mas5za:r:akat Kota palaagka Raya di Rumah
sakit Bhayangkara Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berilmt:

Pasal 1

ITAI(SI'I} DAIT TUJU*I{

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengefektilkan fungsi dan
peran PAR* PIIIAE dalam penerbitan Akta Kelahimn, Kartu l(eluarga, Kartu ldentitas
Anak Bagi Bayi yang lahir daa Akta Keuratian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi warga Masyaral<at khususnya di Kota Palangka Raya.
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Pesal 1
XAT* I(EIi.'ASAT,A

Kerjasama ini dinamakan : Laya.nan Akta Kelahiran Prioritas {Anak ltah} untuk pelayanan
Akta Kelahiran, Perubahaa Kartu Keluarga, Karhr ldentitas Anak Bagi Bayi yang lahir dan
Akta Kematian.

hsel2
UAIrcUD II*T ?UJU*fl

Maksud dan firjuan Kesepakatan Elersama ini adalah untuk mengefekti{kan fungsi dan
peran PAR.f, PIIIAI( dalam penerbitan Akta Kelahiran, Karhr Keluarga, Kartu ldentitas
Anak Basi Bayiyans lahir dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan {NIK)
bagi warga Masyarakat khususaya di Kota Palangka Raya.

Fasal2
RUAfrG III{GKT'P

Ruang linglcup Kesepakatan Bersama ini meliputl:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
b. Pelayanaa Perubahan Kartu Keluarga Prioritas bagi arang tua Bayi yaag lahir di

Rumah Sakit PIIIAI( I(EDUA;
c. Pelayanan pembuatan AI<ta Kelahiran Prioritas bagr Bayi yang lahir di Rumah Sakit

PIIIAX tr(BDTIA;
d. Pelayanan pembuatan l(artu Identitas Anak Prioritas bag Bayl yang lahir di Rurnah

Sakit PIIIAI( KEDUA; dan
e. FelaSranan pembuatan Alrta Kematian Prioritas bagi wal a masyarakat Kota Palangl<a

Raya yang meninggal di Rumah Sakit PIIIAII I{EDUA.

ksl 3
PROSEDI'R 

"EI.AYAITAIT
(1) PIIIAI( N,EDUA menginformasikan dan menyampaikan syarat kelengkapan berkas

permohonan perubahan Karfu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Karhr
Identitas Anak yang lahir daa Akta Kematian hagi warga masyarakat Kota Palangka
Raya di Rumah Sakit PIH*I( IITDUA dalam bentuk format PDF kepada PIHAII
gBxrrAua

{2} PIIfAfi fEiRfAtrilA crenerima berlcas }celenglcapan bedcas permohonan perubahan
Kartu Keluarga, pernbuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan
Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya dalam bentuk format PDF
di Kantor PIHAII PERfAilA kemudian melakukan verifrhsi kelengkapan
berhs tersebut.

{31 PIHAI( PERTAHA rnenyatakan berkas PIHAI( XEDUA telah lenglap rt^n segera
memproses berkas lrenrrohonan perubahan Karhr Keluarga, pembuatan Akta
Kelahimn Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga
maryarakat Kota Palangka Raya.
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t4) PII{AI( PERfAilA menerbitkan perubahan Karhr Ke1uarga, pembuatan Akta
Kelahiran Bayi, Ikrtu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian dan melakukan
konlirmasi kepda PIIIAIL NSDIITA bahwa Dokuraen Kependudukan dimaksud sudatt
bisa diambil di l(aator PIHAX PERIAUA.

{5} PIHAI( IITDUA mengambil dokumen kependudukan dimaksud dalam ayat (4} di
Karttsr PI$AII PExffAUA.

{6} PIHAI( IIEDUA melakukan koordinasi dengan orang tua Bayi dan Keluarga yang
meninggal bahwa perubahan Ifurtu Kehrarga. Alda Kelahiran Bayt" t(arhl
Ideatitas Anak yang lahir dan Akta Kematian sudah selesai diproses dan dapat diambil
dengan PIHAII NEDUA.

(71 KTDUA PIHA"X menerangkan bahwa pelayanan pembahan l(afiu Ke1uarga,
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Karhr ldentitas Anak yang lahir dan Akta Kematian
ini tidak dipungut biaya.

Fmat 4
XETT&'IBAT PARA PIHAIT

{U PIHAII PERfA"UA mempunyai kenqiiban:
a. Memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada Bayr yang lahir di

Itumah Sakit dan Akta Kematran kepada PIH,aIl XED[IA dan memben tanAa pada
Nomor Induk Kependudukan yang sudah diiamin ketunggalannya;

b. PIHI$ PER3AUA wajib memberikan Pelayanarr Perubahan Kartu Keluarga,
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu lderrtitas Anak dan Akta Kernatian Prioritas
kepada PIHAI( I(EDUI, tanpa merlungut biaya apapun {gratis};

c. PIIIAI( PERTAUA wajib memberikan Pelayanan penrbahan Kartu Kehmrga-
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, I(artu Identitas Anak dan Akta Kematian kepada
PIEAI( trtDUA maksimal 7 (tujuhl hari kerja {di luar hari libur}; dan

- d. PllIAff PER?AUA wajib memberikan contackperson kepada PIIIAI( IIEDUA unflrk
kelancaran Kerjasama ini.

{2} PIIIAK IIEDUA mempunyai kewajiban:
a. PIIIAfi XBDUA wajib mengumputkan kelengkapan berkas peruba.tra-n I(arhr

Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayr, Karhr Identitas Anak yang lahir dan
Alrta Kerratian yang meninsgal di Rumah Sakit PIIIAII NEDUA, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menyampaikannya
dalam format PDF melalui Grup WhatsApp;

b. PIEAffi XIDUA w4iib memberikan pelayanan jemprt untuk berkas perubahan
Karhr Keluarga, Akta Kelahiran Bayi, Xartu Identitas Anak dan Akta Kemadan yang
telah selesai diproses oleh PIHAI( PERTASA;

c. PIIIAII, IITDEA wajib memberikan wnta*. persoa kvpada PIIIAN PtnffA$rh untuk
kelancaran Kerjasama ini;

d. PIIIAI( KEDIIA wajib perubatrarr Kartu Ketrrarga. Alrta Kelahiran,
Kartu Identitas Anak dan Alrta Kematian kepa.da orang fualpasien tanp.
memrmgut biaya apapun {gratis}, dan

e. fifIAN EEDUA wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data dan
dokumen perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu ldentitas Anak dan
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Akta Kematian yang diperoleh dari PIIIAK PERIATA walaupun jangka waktu
Kesepakatan Bersama iqi telah berakhir;

{. PIHAIf.IItBUAwdib merryranpaikan laporan berkala atas pelayanan kerjasama ini
yalari pada bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk
semester kedua.

P*sal 5
HTI( PARA PIIIAIT

{1} PIIIAK PERfAMA mempunyai hak:
a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIIIAK XtpUA sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 4 ayat {2} huruf a sampai dengan huruf c; dan
b. Menolak atau mengembalikan berkas kelengkapan perqraratan prmohonan

perubahan l(artu Keluarga, At<ta Kelahiran, Karhr ldentitas Anak dan Akta
Kemafian 5nang diterima dari PIBAII BEDUA bila tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemndang- Undan gan

t2l PIIIAK XEDUA mempunyai hak
a. Mendapatkan Nomar Induk Kependudukan yang telah terjamin ketunggalannya

kgr Bayryang baru lahir di Rumah Sakit PIIIAX IIEDUA;
b. Merrdapatkan Pelayasra* Pen:.bahaa Kartu keluarga. Al<ta Kelahiran, Kartu

Identitas Aqak dan Akta Kematian Prioritas dari PIIiAII PERTAUA;
c. Mendapatkan infomasi terkait kelengkapan berkas yang sudah terverifikasi oleh

PIIi}II PEnffAmA sehingga jika ada berkas yang behrm tengkap PIIIAIT ITEDUA

dapat segera meagiaforurasikan lrepda intern Rumah Sakit PIHAE KEDUA agar
berkas dapat segera dilengkapi; dan

d. PIHAI( IIEDUA berhak mendapatkan infonnasi bahwa KarfiI Keluarga, Akta
Kelahiran, Kartu ldentitas Anak dan Akta Kematian telah selesai dan dapat diambil
di Kantar PIIIAN PER?AIIA.

Pesal 6
JASGI(A WAXTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga| tahun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpaqiang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAI$

{2} kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pa.da ayat {1} dengan ketentuan PIIIAI( yang bermaksud mengakhiri
Kesepakatan Elersama wqiib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada
PIHAII Tatnnya dala waktu sekurang-kurangnJra 3 {tiga} trulan sebelum tanggal
pemutusan Kesepakatan Elersama ini;

{3} Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pa.da ayat {2} berlaku efektif
setelah ada persetujuan tertulis PIIIAI( lainnya;

{4} Kesepahtan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat diperpanjang
sesuai dengan dengaa kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAB dengan
terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatrrya 3 (tiga! bulan sebelum
Erasa berlaku Kesepakatan Bersama ini beraldriE
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{5} Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan
kn:ndang-U*dangan dan/atau kebijalcarr Pemerintah yaag tidak memungkinkan
berlangsungnya Kesepakatan Elersama ini.

Pesal 7
PTITYELTSAIAI5 PERSELISII{AIS

{1} epabila dikemudian hari trmbut permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara PARA fIItAIt akan diselesaikan secara

mustawarah untuk mufakat;

{2} Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat {U tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan,

Pasat 8
UTIT.LAIT

{1} Dalam hal diperlukan adanya pnambahan atau pengurangan'materi Kesepakatan
Bersama ini, maka dapat 4ilakuken pembahan atas prsetujuan PARA PIIIAI!

(2) Penrbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendumyang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. .

Palal 9
PEITITTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat
dibubuhi meterai cukup dan mempunyai
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dalam rangkap 2 {dua},
lrekuatan hukum gang

ma$ng-ma$ng
sama setelah

ditandatangali PARA PIHAI( dengan dibubuhi cap stempetryi.

PBRISrm',

rj.,efror $rrlAn"ro
i,*rimisaris Polisi
:'NRP.78091231


